1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pengeroyokan dan Perusakan

Daam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) telah memuat pasal yang
mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama
melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang
yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan

tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.

Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana pada

Pasal 170 KUHP:

(1) Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan
kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan
sengga menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan
mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan

mengakibatkan luka berat.
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Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan
mengakibatkan mauit.

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini ( Pasal 170 KUHP)

Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan terhadap
barang;

4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Pasal 13-19 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002, berdasarkan ketentuan Pasal 13-19 Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai

berikut :

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memeiharakeamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.
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Pasa 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara

Republik Indonesia

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a

b.

- o

j.

K.

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang- undangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawal negeri sipil, dan bentuk- bentuk
pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan
lainnya;

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian; melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia;

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesual dengan
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasa 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara

Republik Indonesia

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 Kepolisan Negara Republik Indonesia secara umum

berwenang:

a
b.

—h

xT T oa@

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Mengawasi diran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebaga bagian dari tindakan
kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kegjadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
Mencari keterangan dan barangbukti;

Menyel enggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan
dalam rangka pelayanan masyarakat;

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan
putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang

undangan lainnya berwenang :

a

®ap o

—

memberikan izin dan mengawas kegiatan keramaian umum dan
kegiatan masyarakat lainnya;

menyelenggarakan registras dan identifikasi kendaraan bermotor;
memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan
peledak, dan senjatatgjam;

memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap
badan usaha di bidang jasa pengamanan;

memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus
dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik
dan memberantas kejahatan internasional;
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melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinas instans terkait;
mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional;

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

huruf a dan d diatur lebih lan jut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasa 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara

Republik Indonesia

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik

Indonesia berwenang untuk :

a

b.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggel edahan, dan penyitaan;
Melarang setigp orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian
perkara untuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta
memeri ksatanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang
berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak
atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka
mel akukan tindak pidana;

Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai
negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri
sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
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(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf | adalah
tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi
syarat sebagai berikut :

a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

b. selaras dengan kewgiban hukum yang mengharuskan tindakan
tersebut dilakukan;

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara

Republik Indonesia

“Pegjabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan
wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di
daerah hukum pegabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan

peraturan perundang- undangan.”

Pasa 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara

Republik Indonesia

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut
penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan
peraturan perundang -undangan, serta Kode Etik Profes Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan
mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung
tinggi hak asasi manusia.
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(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan
pencegahan.!

C.Teori Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagal
posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang sgja
atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang
isinya adalah hak-hak dan kewagjiban-kewajiban tertentu, sedangkan hak dan
kewgjiban tersebut merupakan peran. Oleh karena itu, seseorang yang
mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (role
occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.?

Secara sosiologis, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila
seseorang melaksanakan hak dan kewagjibannya sesuai dengan kedudukannya,
diatelah menjalankan suatu peran. Pentingnya peran adalah karena ia mengatur
perilaku seseorang. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian

diri, dan sebagai suatu proses.
Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 13-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
?Soerjono Soekanto. Op. Cit. HIm 9.
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b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam masyarakat sebagal organisasi.
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.>

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi:

a. Peranan yang seharusnya (expected role)
Peran yang seharusnya adalah peran yang dilakukan seseorang atau
lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada
kehidupan masyarakat.

b. Perananidea (ideal role)
Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau
lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya
dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)
Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan
pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat
sosial yang terjadi secaranyata.*

Selain itu, peranan atau role juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

1. Peranan nyata ( Anacted Role ) adalah suatu cara yang betul-betul
dijalankan seseorang dalam menjaankan suatu peranan.

2. Peranan yang dianjurkan ( Prescribed Role ) adalah cara yang diharapkan
masyarakat dari kita dalam menjaankan peranan sesuatu.

3. Konflik peranan ( Role Conflick ) adalah suatu kondis yang dialami
seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan
dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu samalain.

4. Kesenjangan peranan ( Role Distance ) pelaksanaan peranan secara

emosional.

*Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.HIm. 213.
*Soerjono Soekanto.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali
Pers.2012.him20.
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5. Kegagdan peran ( Role Failure ) adalah kegagalan seseorang dalam
menjalankan peranan tertentu.

6. Model peranan ( Role Moddl ) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita
contoh, tiru, diikuti.

7. Rangkaian atau lingkup peranan ( Role Set ) adalah hubungan seseorang
dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

8. Ketegangan peranan ( Role Strain ) adalah kondis yang timbul bila
seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan
peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidaksesuaian yang

bertentangan satu samalain.’

D. Teori Penanggulangan K e ahatan

Penanggul angan kejahatan mempunyai dua carayaitu preventif dan represif.
1. Tindakan Preventif
Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau
menjaga kemungkinan akan terjadinya kegahatan. Menurut A. Qirom
Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah
mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik
kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih

mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.®

°Ibid.HIm 214
®A. Qirom Samsudin Meliala,Eugenius Sumaryono.Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi
Psiologis dan Hukum.Y ogyakarta: Liberti.1985.HIm. 46.
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Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan adalah :

Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan preventif dalam

arti sempit meliputi :

a.  Mordistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat
memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu
berbuat jahat.

b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan
dan meniadakan faktor-faktor yang terkena sebagai penyebab
timbulnya kejahatan, mislanya memperbaiki ekonomi (pengangguran,
kelaparan), memperbaiki peradaban, dan lain-lain.

Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan

dengan berusaha menciptakan;

a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik

b. Sistem peradilan yang objektif

c. Hukum ( perundang-undangan ) yang baik.”

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur

penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.® Tindakan ini dapat

dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini
meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan
lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaaan di pengadilan, eksekusi, dan

seterusnya sampai pembinaan narapidana.

’Bonger.Pengantar Tentang Kriminologi.Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.1981.HIm.
15.

¥Soedjono Dirdjosisworo. Penanggulangan Kejahatan ( Crime Prevention ).Bandung:
Alumni.1976.HIm. 32
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Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu
usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman
(pidana) terhadap pelaku kegahatan dan berusaha pula melakukan
perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.
Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan,
dalam arti:
a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik
sosisal;
b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penaggulangan kejahatan
dengan pena dan non penal .°
Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science™ terdiri dari
tiga komponen “Criminology”, ”Criminal Law”, dan *“Penal Policy”.
Dikemukakan olehnya, bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni
yang pada akhirnya mempunyal tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan
hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak
hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan untuk
menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana
putusan pengadilan. Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam
mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan

bagian dari dari suatu langkah kebijakan (“policy”).*

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “policy” (inggris) atau
“politiek” (belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan

hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam

°Barda Nawawi Arief. Op. Cit. HIm. 4
' Barda Nawawi Arief. Op. Cit. HIm. 75.
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kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan
berbagai istilah, antara lain “penal policy”, “criminal law policy” atau *“strafrechts

politiek”

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum

maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, “politik hukum™ adalah:

a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan
keadaan dan situasi pada suatu saat.

b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat

dan untuk mencapai apayang dicita-citakan.'
Menurut A. Mulder, “strafrechtpolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

a. Seberagpa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
diperbaharui;

b. Apayang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinyatindak pidana;

c. Carabagaimana pendidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana

harus dil aksanakan.?

Definisi Mulder diatas, bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut
Marc Ancel yang menyatakan, bahwa setiagp masyarakat yang teroganisir

memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari: (a) peraturan-peraturan hukum

" Op. Cit. him 24.
2 Op. Cit. him 26.
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pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme

pelaksannan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada
hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan keahatan. Jadi
kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.
Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum
pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan

hukum pidana”.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga
merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum
pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politk atau kebijakan
hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (law

enforcement policy).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana pena

(hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan

2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama
diatas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang

padaintinya sebagai berikut:

a. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan

nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
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materil spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahtan dan
mengadakan pencegahan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri
demi kesgjahteraan dan pengayoman masyarakat.

b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan
hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu
perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas
warga masyarakat.

c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan
hasil (cost and benefit principle).

d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan

sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).™

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan keahatan dapat di tempuh
dengan:

a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);

b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime
and punishment/mass media).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat
dibagi 2 (dua), yaitu melalui jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal”

(bukan/diluar hukum pidana). Menurut pendapat G. P. hoefnagel pada butir (b)

 Op. Cit. him 26.
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dan (c) merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal.
Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada
sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan
terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive”
(pencegahan/penangkal an/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.™*

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat
tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah
menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor
kondusif tersebut antara lain berpusat pada masal ah-masalah atau kondisi-kondisi
sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau
menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik hukum
kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci

dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

E. Teori Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa ada beberapa faktor penghambat upaya

penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Faktor hukumnyaitu sendiri atau peraturan itu sendiri
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ha ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum

“bid. HIm. 42.
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merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan

tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

. Faktor penegak hukum, vyaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa
kebenaran adalah suatu kebgatan. Penegakan kebenaran tanpa keujuran
adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap
lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa,

terlihat serta harus diaktualisasikan.

. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

Sarana dan prasarana yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin

menjalankan peranannya sebagal mana mestinya.

. Faktor masyarakat yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum, sebab penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan
untuk mencapai kepentingan masyarakat. Bagian yang terpenting dalam

menentukan penegak hukum adal ah kesadaran hukum masyarakat.
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e. Faktor kebudayaan yakni sebaga hasil karya, cipta rasa yang didasarkan pada
karya manusia didalam pergaual an hidup.
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nila yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan

masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya.™

>Soerjono Soekanto. Op Cit. him.9



